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NOMOR: B/213 /I.10/HK/2019
 

TENTANG
 

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAAN
 
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT FUNGSI
 

DAN TEPAT UKURAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

TAHUN ANGGARAN 2019
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimbang : a .	 bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan 
kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat 
ukuran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 201 9, 
agar dapat berjal an Ianca r , terarah dan terkoordinasi, perlu 
ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penataan 
Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat 
Ukuran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019; 

b.	 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara ya n g bersih dan bebas Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme; 

3 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara; 

4 .	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendahara an 
Negara; 

5.	 Undang-Und ang Nomor 33 Tahun 2 0 0 4 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PelUerintahan D aerah; 

6 .	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

10.	 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

11 .	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

12.	 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara 
Nomor PERj09jM.PANj05j2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi 
Pernerintah; 

13.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 99 
Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 
Perangkat Daerah; 

14 .	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan; 

15.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019; 

16 .	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2017 
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung 
Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

17.	 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 
2019 . 

MEMUTUSKAN : 

: Menunjuk Narasumber pada Pelaksana Kegiatan Penataan 
Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat 
Ukuran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 
dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam 
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini; 

: Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
mempunyai tugas sebagai berikut : 
1. mempersiapkan bahan-bahan penyusunan Penataan 

Kelembaaaan Perangkat Daerah yang Tep~t Fl,.lngsi dan 'I'cpe.t 

Ukuran Kabupaten Lampung Selatan; 
2 . merumuskan rancangan kelembagaan Pemerintah Daerah yang 

efektif dan efisien; 
3.	 Memberikan arahan dalam membuat Laporan Penataan 

Kelembagaan Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat 
Ukuran Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019; 
dan 

4.	 menyiapkan Draft laporan penyusunan Penataan Kelembagaan 
Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran sesuai 
dengan bidang Area Perubahan Reformasi Birokrasi. 



KETIGA
 

KEEMPAT 

KELIMA 

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan 
honorarium Jasa Pembuatan Naskah Akademik yang rincian 
besarnya sebagai berikut : 

Narasumber diberikan honorarium Jasa Pembuatan Naskah 
Akademik 1 (satu) paket dan bantuan transport narasumber 2 
(dua) orang kali dengan rincian : 

Transport Narasumber @ Rp. 200.000,- /han 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, 
dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-oPD Sekretariat 
Daerah Kabupaten Larnpung Selatan untuk Bagian Organisasi 
Setdakab. Lampung Selatan; 

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 
2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 2..G ~((yn.Ao.r; 2019 

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Tembusan : 
1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan. 
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



LAMPlRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR : Bj 2\'1; jL08jHKj2019 
TANGGAL : 20 1\L\7f\ACAf\ 2019 

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER KEGIATAN PENATAAN 
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT
 

UKURAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 
TAHUN ANGGARAN 2019
 

NO NAMA KEDUDUKAN KET. 

1 2 3 4 

Unsur dari STIH Narasumber 2 (dua) 
orang 

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 


